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Abstrak

Energi sangat penting peranannya dalam perekonomian Indonesia, baik sebagai
bahan bakar untuk proses industrialisasi, sebagai bahan baku untuk proses produksi, dan
sebagai komoditas ekspor. Sumber energi yang digunakan untuk keperluan domestic
meliputi energi fosil (minyak bumi, gas bumi, dan batubara) serta energi terbarukan (tenaga
air dan tenaga panas bumi). Cadangan energi fosil akan terus berkurang seiring dengan
penggunaannya. Saat ini cadangan batubara masih cukup melimpah sedangkan gas bumi
dan minyak bumi masing-masing masih tersedia untuk jangka waktu sekitar 30 tahun dan
10 tahun dengan tingkat produksi seperti saat ini dan bilatidak ditemukan cadangan baru.

Pada tahun tujuh puluhan sumber daya energi dianggap masih sangat melimpah
sehingga ekspor komoditas ini menjadi menyokong utama penerimaan negara. Mulai tahun
delapan puluh limaan kebijakan energi sudah mulai diterapkan dengan penekanan pada
intensifikasi, diversifikasi, dan konservasi. Ekspor komoditas energi mulai berkurang
peranannya digantikan dengan komoditas industri berbasis manufaktur. Ekspor lebih
diarahkan pada komoditas yang mempunyai nilai tambah yang tinggi dari pada ekspor
sumber daya alam yang nilai tambahnya rendah. Seiring dengan proses industrialisasi ini
banyak terjadi kerusakan lingkungan. Aspek lingkungan mulai mendapat perhatian dan
kebijakan energi mulai diarahkan untuk menggunakan energi terbarukan yang lebih ramah
lingkungan. Pada tahun sembilan puluh limaan mulai dirasakan keterbatasan sumber daya
energi, terutama minyak bumi. Dengan kondisi ini maka perlu kebijakan yang berlandaskan
paradigma baru. Dalam makalah ini akan dibahas kebijakan energi yang diperlukan serta
proses pembuatannya supaya dapat memenuhi kriteria yang diharapkan untuk mendukung
pembangunan yang berkelanjutan.

Kata kunci: kebijakan energi, pembangunan yang berkel anjutan

1. Pendahuluan

Energi sangat penting peranannya dalam perekonomian Indonesia, bak sebaga
bahan bakar untuk proses indudtridisas, sebagai bahan baku untuk proses produks, dan
sebaga komoditas ekspor yang merupakan sumber devisa negara. Sebaga sumber daya
dam, enag haus dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kemakmuran masyarakat dan
pengel olaannya harus mengacu pada asas pembangunan berke anjutan.

Kondis sumber daya energi yang sebagian besar tidak dapat diperbaharui, terutama
minyak bumi, saat ini sudah cukup kritis (Pangestu 1996, Sari 2002). Lgu penemuan
cadangan energi lebih rendah dari Igu konsums energi. Bila tidak diketemukan cadangan
baru, Indonesa berpotens menjadi negara pengimpor minyak. Sedangkan kaangan
produsen minyak sendiri menganggep bahwa isu ini mash kontrovers karena setigp
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tahun mash sdadu diketemukan cadangan minyak bumi yang baru. Cadangan yang ada
sddu berubah saring dengan adanya pencarian cadangan baru. Dengan teknologi yang
terus berkembang banyak lgpanganlgpangan minyak bumi yang sebdumnya sudah
dinyatakan habis dapat diproduks kembali, baik dengan dengan metode sekunder atau
dengan metode terser (Enhance Oil Recovery). Sehingga pemeintah sampa saet ini
hanya mengantispas dengan merangsang masuknya investor baru supaya pencarian
cadangan baru dapat digalakkan.

Kebijakan diverdfikes untuk melakukan subgitus secara besar-besaran  dari
penggunaan minyak dan gas bumi (migas) ke penggunaan batubara untuk sektor tertentu
seperti ketenagdidrikan dan industri telah dapat  dilaksanakan. Tetapi  untuk  sektor
trangoortas mash sangat tergantung dari penggunaan minyak bumi dan subditus ke
penggunaan batubara tidak memungkinkan. Penggunaan tenaga listrik dan gas untuk
sektor transportas masih relaif mahad gpdagi dengan menggunakan energi terbarukan.
Sehingga ketergantungan akan minyak bumi  untuk sektor trangportas  tidek  dapat
dihindari. Kebijakan energi yang ada saat ini belum tanggep terhadap rentannya pasokan
minyak bila Indonesa menjadi negara pengimpor minyak. Untuk mengatasnya perlu
paradigma baru dalam membuat kebijakan.

Disamping permasdahan di atas, kebijakan energi yang ada saat ini mash bergfat
kuditatif. Dampak dari kebijakan energi mash sanga sedikit yang dievduas meskipun
kebijakan tersebut sudah berjdan dalam kurun waktu tertentu bahkan ada kebijakan yang
bersfat kontradiktif. Kebijakan subsdi harga bahan bakan minyak (BBM) merupakan
sdah sau kebijakan yang ddam jangka waktu sangat lama tidak dievdues. Baru setelah
terjadi  kriss ekonomi kebijakan tersebut dievduas karena pemerintah merasa perlu
untuk mengurangi subsidi tersebut. Hasl kgian dai Sad dan kawankawan (2001)
menunjukkan bahwa kenakan harga BBM ratarata tertimbang sebesar 30 % akan
meningkatkan inflaa sekitar 0,8 - 1,3 % masng-masing untuk upah nomind tetgp dan
upah dikompensas. Angka ini dapat digolongkan tidek sgnifiken ddam mempengaruhi
perekonomian secara kesduruhan.

Kgian lan dai Resosudamo (2002) merupakan evauas dari  kebijakan
pemerintah ddam menanggulangi pencemaran udara medui Program Langit Biru. Hasl
kgian menunjukkan bahwa kebijakan untuk mengurangi polus udara akan meningkatkan
pendapatan nasona untuk jangka panjang. Bak kgian Sad dan kawantkawan (2001)
maupun Resosudarmo (2002) menggunakan modd yang disebut Kessimbangan Umum
Teragpan (CGE - Computable General Equilibrium). Mode CGE ini merupakan moded
kuantitatif dengan multisektord sehingga dapat diadops untuk mengandids kebijakan
energi yang akan diterapkan.

2. Energi dan Pembangunan Berkeanjutan
2.1 Sumber Daya Energi

Indonesa mempunya sumber energi yang cukup beragam. Sumber energi yang
penting dan banyak digunakan saat ini diantaranya addah energi fosl yang tidak

terbarukan (minyak bumi, gas bumi, dan batubard) serta energi terbarukan (terega air,
panas bumi, energi surya, energi angin dan biomasa). Lokas cadangan energi fosl



sebagian besar terdapat di luar pulau Jawa, sedangkan konsentras pemaka energi ada di
pulau Jawa.

Data tahun 2002 menunjukkan bahwa cadangan minyak bumi sebesar 5 x 10° BOE
(Barrd Qil Equivalent). Cadangan gas bumi sebesar 90 TSCF (Tera Sandard Cubic
Feet). Sedangkan batubara mempunyai cadangan sebesar 5 x 10° TCE (Ton Coal
Equivalent). Secara ringkas cadangan dan produks untuk sumber energi  fosl
ditunjukkan pada Tabd 1. Bila dilihat dari raso cadangan dibagi produks (R/P Ratio)
maka batubara mash mampu untuk digunakan sdama 50 tahun. Sedangkan gas bumi dan
minyak bumi mempunya R/P Ratio maang-masing sebesar 30 tahun dan 10 tahun.

Tabel 1. Cadangan dan Produks Sumber Energi Fosil

Cadangan (R) Produks per tahun (P) R/P
Minyak Bumi 5x 10° BOE 0,5 x 10° BOE 10
Gas Bumi 90 TSCF 3TSCF 30
Batubara 5x 10° TCE 0,1x 10° TCE 50

Sumber: DESDM (2004)

Saat ini jenis sumber daya energi fosl yang banyak dimanfaatkan addah minyak
bumi dan batubara Penggunaan gas bumi di ddam negei mesh terkendda dengan
terbatasnya jaringan pipa Lgu penemuan minyak dan gas bumi mengdami penurunan
sedangkan batubara wdaupun cadangan cukup melimpah akan tetapi tidak semuanya
dapat ditambang.

Potens energi terbarukan seperti: tenaga air, panas bumi, energi surya, dan energi
angin sampa saa ini beum banyak dimanfagetkan. Ha itu terutama karena harga energi
terbarukan ini bdum kompstitif dibandingkan dengan harga energi fosl karena beum
dikuasainya teknologi pengembangan energi terbarukan dan belum  dilaksanakannya
kebijakan harga energi yang mendorong pengembangannya. Sedangkan biomasa hanya
terbatas pada penggunaan secara tradisona sebaga kayu bakar di rumah tangga
pedesaan.

Potens tenaga air di sdluruh Indonesia secara teoretis diperkirakan sekitar 75.000
MW vyang tersebar pada 1.315 lokas. Pemanfaatan tenaga ar skala besar untuk
pembangkit tenaga listrik sampa dengan tahun 2000 mencgpa 4.208 MW aau hanya
sekitar 5,6 % dari potens yang ada. Di Pulau Jawa potens tersebut telah dikembangkan
sekitar 2.389 MW atau 53 % dari totd potens yang ada. Sedangkan mini dan mikrohidro
potensinya sekitar 460 MW dan sudah dimanfaatkan sekitar 64 MW yang pada umumnya
untuk listrik perdessan.

Potens panas bumi yang mempunya prospek untuk dikembangan addah sebesar
19.658 MW dengan perincian 5.331 MW di Pulau Jawa, 9.562 MW di Pulau Sumatera
dan ssaya sebesar 4.765 MW tersebar di Sulawes dan pulau lainnya Dari potend
tersebut, energi panas bumi yang sudah dimanfaatkan masih kecil, yaitu sekitar 802 MW
aau baru 4 % dai totd potensnya Pengembangannya banyak mengdami  hambatan
karena jarak sumber panas bumi jauh dari pusat pengguna dan kebanyakan terdapat di
kawasan hutan lindung.

Potend energi angin secara umum rendah yaitu antara 3 - 5 m/detik. Di beberapa
degrah tertentu khususnya di Kawasan Timur Indonesia, kecepatan anginnya lebih dari 5



m/detik. Kapasitas terpasang pembangkit listrik tenaga angin saat ini mash sangat kel
yatu sekitar 05 MW. Sedangkan potens energi surya diukur berdasarkan radias harian
matahari. Sebagal negara tropis, Indonesa mempunya radias harian matahari rata-rata
sebesar 4,8 kWh/n? (DESDM 2003).

2.2 Penyediaan dan Penggunaan Energi

Penyediaan energi primer meningkat dari sebesar 673 juta BOE pada tahun 1990
menjadi sebesar 975 juta BOE pada tahun 2000 atau meningkat sekitar 3,8 % per tahun.
Penyediaan energi yang terbesar addah minyak bumi dengan pangsa 38 % dan diikuti
oleh gas bumi 27 %, batubara 8 %, tenaga air 3 %, panas bumi 1 % dan ssanya sekitar 23
% adaah energi non-komersd biomasa untuk rumah tangga pedesaan.

Penyediaan Energi Primer
(975 Juta BOE - Tahun 2000)

Tena%a Air Panalso/Bum| Biomasa
(3 %) (%) (23 %)

Gas Bumi
(27 %)

Batubara Minyak Bumi
(8 %) (38 %)

Gambar 1. Pangsa Penyediaan Energi Primer

Penggunaen enagi final pada tahun 2000 mencapai 641 juta BOE. Penggunaan
terbesar addah sektor rumah tangga dan komersad dengan pangsa sebesar 46 % diikuti
oleh sektor industri 25 %, transportas 19 %, sebagai bahan baku 5 % dan ssanya sekitar
4 % untuk penggunaan lainnya (Pusat Informas Energi 2003).

2.3 Kerjasama Regional

Forum kerjasama ASEAN di  bidang energi tdah menyepakati  beberapa
perencanaan akd bersama. Kerjasama regiond ini bertujuan untuk meningkatkan jaminan
pasokan energi bagi negara-negara ASEAN dan mempunya pengaruh penting terhadap
kebijakan energi nasional. Negaranegara ASEAN sepakat untuk pembangunan proyek
pipa gas lintas ASEAN (TAGP - Trans Asean Gas Pipeline) yang studi kdlayakannya
dilakukan oleh ASCOPE (ASEAN Council on Petroleum) dan membangun jaringan
tranamis lidrik yang menghubungkan negara-negara ASEAN (APG - Asean Power
Grid) yang sudi kdayakannya dilakukan oleh HAPUA (Heads of ASEAN Power
Utilities/Authorities).



2.4 Pembangunan Energi Berkelanjutan

Kegiatan pembangunan di  sektor energi, sgak dari penyediaan sampa ke
pemanfaatannya, berpotens memberikan dampak negatif terhadap perubahan fungs
lingkungan hidup. Penggunaan energi dgpat menimbulkan polus karena adanya limbah
padat, limbah cair, dan emis dari pembakaran energi fosl seperti: partike, SO2, NOy,
dan Carbon Dioxide (CO,). Hubungan antara lingkungan dengan energi pada awanya
tidek diangggp sebaga hd yang penting. Namun sdring dengan  meningkanya
indudridisassa masdah ini kemudian mendapat  perhdian yang besar. Ddam
perkembangan sdanjutnya masdah lingkungan ini sddu dikaitkan dengan pembangunan
berkelanjutan.

Pembangunan dapat dissbut berkdanjutan bila memenuhi  kriteria  ekonomis,
bermanfast secara sodd, dan menjaga kdedarian lingkungan  hidup. Konsep
pembangunan berkdanjutan terus mengdami perubahan sgak diperkendkan pada tahun
1970. Pada tahun tujuh puluhan konsep pembangunan berkdanjutan didominas oleh
dimens ekonomi yang dipicu adanya kriss minyak bumi pada tahun 1973 dan tahun
1979. Harga minyak dunia melambung yang mengakibatkan reses di negara-negara mgu
khususnya di negara pengimpor minyak. Sdaring dengan normanya pasokan minyak
dunia, dimens lingkungan mula mendapat perhatian pada tahun delapan puluhan. Earth
Summit di Rio de Janeiro pada tahun 1992 merupakan titik tolak dipertimbangkannya
dimens sosd ddam pembangunan berkdanjutan (TERI 2002). Sdah satu hasl penting
ddam konferens ini addah pembentukan komis pembangunan berkdanjutan (CSD —
Commission on Sustainable Development). Komis ini telah menghasilkan kesepakatan
untuk mengimplementaskan konsep pembangunan berkdanjutan seperti yang tertuang
dalan Agenda 21. Kesgtaraan akses akan sumber daya bagi semua lgpisan sosd dan
memberantas kemiskinan juga menjadi agenda penting ddam konferend ini.

Secara khusus definis untuk pembangunan energi berkdanjutan telah dirumuskan
oleh CSD sebagai berikut:

Energy for sustainable devel opment can be achieved by providing universal
access to a cost-effective mix of energy resources compatible with different
needs and requirements of various countries and regions. This should
include giving a greater share of the energy mix to renewable energies,
improving energy efficiency and greater reliance on advanced energy
technologies, including fossil fuel technologies. Policies relating to energy
for sustainable development intended to promote these objectives will
address many of the issues of economic and social development as well as
facilitate the responsible management of environmental resources (CSD
2002).

Untuk mewujudkan pembangunan energi berkdanjutan diperlukan kebijakan yang
kondusf yang didukung dengan kemandirian finansd, teknologi dan sumber daya
manusa. Kemandirian finandd dapa dicgpa bila mampu secara mandiri  membiaya
operasona penyediaan dan penggunaan energi nasond. Kemandirian teknologi harus
dilakukan mddui tahgpan yang panjang. Tahgp awd addah meningkatkan kemampuan



teknologi nasond ddam penyedisan barang dan jasa di sektor energi  sehingga
kandungan loka teknologi nasiond ddam barang aau jasa tersebut semakin besar.
Sedangkan kemandirian sumber daya manusa (SDM) dapat dicgpa dengan terus
meningkatken kemampuan SDM ddam negeri di sktor energi yang melibatkan
masyarakat secara aktif.

3. Kebijakan Energi
3.1KUBE

Sampa dengan tahun tujuh puluhan sumber daya energi diangggp mesh sanga
melimpah. Persodan utama pada maesa itu adaah usaha pemerintah untuk meningkatkan
produks minyak bumi mddui kontrak bagi hasl. Dengan meningkatnya produks
minyak maka penerimaan negaa yang mash betumpu pada ekspor komoditas ini
diharapkan semakin besar.

Daam Yusggiantoro (2001) dissbutkan bahwa kebijakan energi di  Indonesa
petama kadi muncul pada tahun 1976. Tujuan dari kebijakan tersebut adalah untuk
memaksmakan pemanfastan sumber daya energi. Pemerinteh kemudian membentuk
Badan Koordinas Energi Nasond (BAKOREN) yang setingkat dengan departemen dan
bertanggung jawab memformulaskan  kebijakan energi  sata mengkoordinasikan
implementas kebijakan ini. BAKOREN untuk petama kdinya mengduakan
Kebijaksanaan Umum Bidang Energi (KUBE) pada tahun 1984. Kebijakan ini terus
menerus  diperbarui sesua dengan perkembangan drategis  lingkungan  yang
mempengaruhi  pembangunan energi di Indonesa KUBE 1984 diperbarui pada tahun
1990 yang beriskan kebijakan pemerintah untuk melakukan intendfikas, diversfikas
dan konsarvas energi. Upaya intendfikas dilakukan medui peningkatan kegiatan survel
dan eksploras sumber daya energi untuk mengetahui  potendnya secara ekonomis.
Diversfikeds merupakan upaya untuk penganekaragaman penggunaan energi non-minyak
bumi mddu pengurangan penggunaan minyak dan menetgpkan batubara sebaga bahan
bakar utama pembangkit ligrik dan industri semen. Konsarvas dilakukan mddui
penggunaan perdatan pembangkit maupun perdatan pengguna energi yang lebih efisen.

Pada awa tahun sembilan puluhan ekspor komodites energi mula  berkurang
peranannya digantikan dengan komoditas industri berbass manufaktur. Ekspor lebih
diarahkan pada komoditas yang mempunya nila tambah yang tinggi dari pada ekspor
sumber daya dam yang nila tambahnya rendah. Seiring dengan proses indudridisas ini
banyak terjadi kerusskan lingkungan. Aspek lingkungan mula mendapat perhaian dan
kebijakan energi mula diarahkan untuk menggunekan energi terbarukan yang lebih
ramah lingkungan.

KUBE tahun 1998 yang dikduarkan oleh BAKOREN bertujuan untuk menciptakan
ikim yang mendukung terlaksananya drategi pembangunan  bidang energi  dan
memberikan kepastian kepada pelaku ekonomi dalam katannya dengan pengadaan,
penyediaan dan penggunaan energi. Ddam KUBE ini mula diindikeskan adanya
keterbatasan sumber daya energi, terutama minyak bumi. Minyak bumi diarahkan secara
bertahap untuk digunakan ddam negeri sebagal bahan bakar dan bahan baku industri

yang dapat meningkatkan nila tambah yang tinggi.



Kebijakan energi yang perlu ditempuh mencakup lima kebijakan utama dan
sembilan kebijakan pendukung (BAKOREN 1998). Kehijakan utama tersebut adal ah:

- Divadfikes yatu penganekaragaman pemanfastan energi, bak yang terbarukan
maupun yang tidak terbarukan. Untuk energi fodl tidek menutup kemungkian untuk
melakukan impor sgauh menguntungkan secara ekonomis dan  tidek merusak
lingkungan.

- Intendfikes yatu pencarian sumber energi mddui kegiatlan survel dan eksploras
agar dapat meningkatkan cadangan baru terutama energi fodl. Pencarian sumber daya
energi diarahken di dagrah yang bedum pernah disurve dan untuk daerah yang
terindikas dilakukan upaya untuk peningkatan status cadangan menjadi lebih pasti.

- Konsarvas yang dilakukan mula dari 95 hulu sampai ke hilir.

- Penetgpan harga rataraa energi yang secara bertahgp diarahkan  mengikuti
mekanisme pasar.

- Memperhaikan aspek lingkungan dadam pembangunan di sektor energi  termasuk
didalamnya memberikan prioritas ddam pemanfaatan energi bersih.

Sedangkan kebijakan pendukung meiputi: meningkatkan investas, memberikan insentif

dan disnsentif, dandardisas dan sertifikes, pengembangan infrastruktur, peningkatan

kudites SDM, pengdolaan ddem infomad, penditian dan pengembangan, sarta
pengembangan kelembagaan dan pengaturan.

Saat ini pemeintah ddam hd ini Depatemen Energi dan Sumber Daya Minerd
(DESDM) sudah menyusun Rancangan Kebijakan Energi Nasond (DESDM 2004).
Rancangan kebijakan ini merupakan pembaruan dai KUBE tahun 1998 yang
penyusunannya dilakukan bersama-sama dengan stakeholders di bidang energi. Sdan
itu, juga diharapkan menjadi acuan utama ddam penyusunan Rancangan Undang-
Undang tentang energi yang sedang dipersgpkan. Kebijakan yang ditempuh mash
srupa dengan  KUBE sebdumnya  yaitu  intendfikas, diverdfikes, dan  konservas
dengan menambah indrumen legidas dan kelembagaan.

Secara umum sasaran dari kebijakan energi, yaitu mengurangi ketergantungan pada
minyak bumi ssbaga sumber energi medui diversfikes den intengfikas sumber daya
energi sudah cukup berhasil. Namun sasaran efisens penggunaan melaui  konservas
dapat dikatakan gagal. Ha ini disebabkan adanya kontradiks antara kebijakan konservas
dengan kebijakan pemberian subsidi BBM.

Meskipun proses pembuatan kebijakan energi dari waktu ke wektu mengaami
perbakan tetgpi mash banyak terjadi  kontradiks materi  kebijakan.  Strateg
pengembangan energi balk jangka pendek maupun jangka panjang juga beum tersusun
dengan jelas. Kebijakankebijakan yang ada mash terkesan sebaga kebijakan parsia
yang tidak ada diran drategis terhadgp program jangka panjangnya. Dengan kondis ini
maka perlu kebijakan yang berlandaskan paradigma baru. Paradigma baru tersebut
addah:

- Proses pembuatan kebijakan harus transparan dan terbuka bagi masyarakat sehingga
masyarakat dapat berpartispas untuk menyempurnakan kebijakan itu sendiri.

- Kehijaken sebaiknya tidek hanya bersifat kuditatif tetepi bersfa kuantitatif sehingga
dampaknya dapat dengan mudah dievauas.

- Makin langkanya sumber minyak bumi dan kemungkinan Indonesa menjadi negara
pengimpor minyak maka sebaknya mula dipikirkan adanya kebijakan tentang
keamanan energi (energy security).



Tiga paradigma tersebut akan dibahas tersendiri pada sub bagian berikutnya.
3.2 Kebijakan Subsidi Harga BBM

Pada akhir tahun 1970 pemerintah mengadokaskan anggaran untuk mensubsdi
harga minyak tanah supaya kebutuhan minyak tanah untuk rumah tangga dapat
terjangkau oleh masyarakat berpenghasilan rendah. Alasan pemberian subsdi ini adaah
untuk melestarikan lingkungan berkaitan dengan penggunaan kayu bakar. Bila harga
minyak tanah tinggi maka diperkirakan penggunaan kayu bakar akan meningkat pesat
sehingga dgpat meningkatkan terjadinga penggundulan hutan. Pemberian subsdi  ini
mempunya dasan yang sanga lemah. Pemberian subsdi untuk sumber daya yang tidak
terbarukan akan menyebabkan makin cepat tingkat pengurasan sumber daya tersebut.
Daam perjdanen wektu adokas anggaran makin membesar dan juga untuk mensubgsdi
BBM lainnya (Dick 1980).

Kebijakan subsdi harga BBM sdama bebergpa dasawarsa terakhir menimbulkan
banyak permasdahan pada saat ini. Harga BBM yang lebih rendah dari harga pasar telah
mengakibatkan ketergantungan yang besar terhadgp penggunean BBM. Pangsa BBM
ddam energy mix menjadi sangat dominan. Kebijakan ini juga tdah menghambat
program-program konserves dan diversfikes energi. Harga BBM yang rdatif murah
menyebabkan tidak berkembangnya pemakaian jenis-jenis energi sddlan BBM. Pada saat
terjadi kriss moneter, nilai tukar rupiah terhadap dolar menjadi sangat lemah dan harga
BBM domestik jauh lebih rendah dai pada harga minyak internasiond, sehingga
mendorong terjadinya penyel undupan BBM ke luar negeri.

Subsidi juga menyebabkan penggunaen energi di semua sektor juga tidek efisen.
Ha itu terlihat dari intengtas energl yang mash tinggi. Pada tahun 1998 intengtas energi
Indonesa mencagpai 392 TOE/juta US$, sedangkan rata-rata ASEAN addah 364
TOE/juta US$, dan negara maju 202 TOE/juta US$ (DESDM 2003).

3.3 Restrukturisas Sektor Energi

Dadam menanggulangi kriss moneter dan menghadapi tantangan di sektor energi
pada masa depan, pemerintah melakukan restrukturisas sektor energi. Restrukturisas
energi merupakan bagian dari reformas ekonomi  untuk mendorong peningkatan efisend
ekonomi nasona. Redrukturisas sektor energi mencakup aspek  kdlembagaan  di
DESDM, pengelolaan dan pengusahaan komoditas energi, dan kebijakan harga energi.

Redrukturisass  kdlembagaan  dimaksudkan  untuk  menjawab  tantangan  makin
menguatnya otonomi daerah dan keterbukaan pasar. Pelaksanaan desentrdisas  sektor
energi ke daerah menuntut adanya pemberian wewenang yang lebih besar kepada daerah
untuk mengurus permasdahan energi di daerahnya sendiri. Sedangkan makin terbukanya
pasar akan mengurangi peran pemerintah ddam mengatur pasar energi. Kedua hd ini
akan berdampak pada makin rampingnya organisas di DESDM. Makin terbukanya pasar
tedlah mendorong terjadinya restrukturisas di sektor energi, khususnya adalah sektor
migas dan ketenagdidrikan. Pada masa ldu pengelolaan komoditas seperti BBM dan
ligrik didominas oleh pemerintah medui Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Di masa
depan pengelolaan dan pengusahaan komoditas tersebut akan dilepaskan ke pasar dengan
membuka kesempatan partispas masyarakat (swasta) dalam pasar energi. Untuk menuju



kondis ini, sdah sau prasyaratnya addah pelepasan regulas harga sehingga harga
komoditas energi sesual dengan harga ekonominya (Pusat Informas Energi 2002).

3.3.1 Restrukturisasi Sektor Migas
Redrukturisas energi di sektor migas tertuang ddam UU No. 22 tahun 2001
tentang migas. Redtrukturisas ini dimaksudkan untuk:
- meningkaken efisend dan menghindari terjadinya konflik kepentingan antara fungs
pemerintahan dan fungs perusahaan
- menghilangkan monopoali
- memberikan perlakuan yang sama kepada pelaku usaha, dan
- memberlakukan mekanisme pasar secara bertahap.

3.3.2 Restrukturisas Sektor Ketenagalistrikan
Redrukturisas energi di sektor kdidrikan dinyatakan ddam UU No. 20 tahun

2002 tentang ketenagdigtrikan. UU Ketenagdidtrikan ini bertujuan untuk:
- meningkatkan pelayanan dan perlindungan kepada konsumen
- memberlakukan kompetis di S5 pembangkit dan penjudan ligrik
- memberikan peanan kepada pemeintah  dagrah  untuk  mengembangkan

ketenagdidirikan, dan
- menarik investas di sektor ketenagaigtrikan.
Agar undang-undang ini dapat dilakukan berdasarkan perseps yang sama, pemerintah
tedah mengduarkan Pedoman dan Pola Tetgp Pengembangan Industri Ketenagdidtrikan
Nasional 2003-2020 yang dihargpkan dapat menjadi Blueprint bagi implementas
undang- undang tersebut.

3.4 Pembuatan K ebijakan

Proses ddam pembuatan kebijakan secara sederhana dinyatakan daam gklus

kebijakan yang terdiri atas empat tahapan, yaitu:

- Pengembangan
Tapahan ini berupa memformulaskan kebijakan untuk menydesaikan permasaahan
yang terjadi ddam masyarakat. Memperkirakan hasl yang ingin dicgpa dari adanya
kebijakan  tersebut dengan menggunekan  berbaga dterndif.  Kemudian
mengumpulkan informad  untung-rugi  dari  setigp  dternatif  serta mengidentifikas
kemungkinan terjadinya persdishan dengan stakehol der.

- Adops
Menentukan sdah satu dternaif kebijakan untuk diadops dengan dukungan dari
parlemen serta para pengambil keputusan lainnya.

- Implementas
Kebijakan dijdankan oleh unit inditus yang berkompetens untuk mendapa
pendanaan dan dukungan SDM.

- Monitoring dan Evaluas
Pada tahapan ini kebijakan dimonitor untuk mengetahui sgauh mana tujuan yang
diharapkan tdah tercapa aau tdah dgpat menydesakan permasdahan daam
masyarakat. Kemudian dilakukan evduas untuk mengetahui sgauh mana hargpan



sesua dengan kenyataan. Bila kenyataannya jauh menyimpang dapat  dilakukan
penyesuaan aau memformulas ulang.
Semua proses ddam pembuatan kebijakan ini perlu adanya partispas  aktif dari
masyarakat |uas dan dibuat secara transparan serta terbuka.

3.5 AnalisisKebijakan

Kebijakan dapat diandids dengan memformulaskan kebijakan terssbut daam
bentuk model kuantitetif. Berbagal Skenario kebijakan dapat dibuat untuk memperoleh
drategi yang tepat seperti yang dihargpkan. Sdah satu modd yang telah banyak
digunakan addah modd CGE.

Modd CGE pada pringpnya menergpkan teori kessimbangan umum sebegal dat
operasona untuk mengandiss secara empiris adokas sumber daya dan didribus
pendapatan dalam perekonomian. Dengan semakin pesatnya perkembangan komputer
dan perangkat lunak maka banyak modd CGE tdah dikembangkan dan digunakan
sebagal dat andiss kebijakan, seperti: kebijakan perdagangan, kebijakan lingkungan dan
kebijakan energi. Dasar dari modd ini mode multisektora dengan keterkaitan antar
sektor perekonomian. Bila ada suatu shock yang dapat berupa suatu kebijakan maka akan
menggeser  kessimbangan dan mempengaruhi  semua sektor  perekonomian menuju ke
keseimbangan yang baru (Robinson et d. 1997).

4. Keamanan Energi

Keamanan energi suatu negara terjamin bila negara tersebut dapat menjaga supaya
haga enegi yang dibutuhkan berada pada batas yang waga untuk  mendukung
pertumbuhan ekonomi dan masyarakat secara berkdanjutan. Keamanan energi sangat
penting bagi negaanegara mgu maupun yang sedang berkembang, khususnya bagi
negara pengimpor energi. Keamanan energ menjadi  tidek tejamin  bila  terjadi
kekurangan pasokan energi. Hd ini tdah sering terjadi khususnya untuk minyak bumi,
seperti: pada kriss minyak yang pertama karena adanya embargo oleh Arab Saudi, kriss
minyak yang kedua karena adanya perang antara Iran dan Irak, krigs teluk karena inves
Irak ke Kuwat dan diikuti dengan Perang Teuk, dan harga minyak yang terus
melambung hingga mencapi lebih dari 50 dolar per barrel karenainvas Amerikake Irak.

Kondis tersebut perlu mendapat perhatian serius bagi Indonesia yang akan menjadi
negara pengimpor minyak bila tingkat penemuan cadangan baru tidek sembang dengan
produksnya Harga minyak dunia yang befluktues sangat tinggi bisa mengganggu
pasokan minyak dadam negeri dan pada akhirnya akan berpengarun ke sduruh sektor
perekonomian. Kebijekan energi seperti intendfikas, diversfikes dan konservas tidak
akan cukup untuk mempertahankan kemandirian pasokan energi ddam negeri  untuk
jangka panjang. Oleh karena itu perlu dipersapkan suatu kebijakan energi yang terpadu
untuk mengantisipas hd tersebut yaitu kebijakan keamanan energi.

Pengdaman dai negara Amerka Serikat ddam menjaga keamanan enegi
dirangkumkan dari Bahgat (2001) yaitu dengan:

- inteevend bak secaa diplomatik, ekonomi, maupun militer untuk mMenjamin
mendapatkan akses ke sumber minyak bumi
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- membuat cadangan minyak srategis

- menggunakan teknologi tinggi untuk meningkatkan produks energi dalam negeri

- menggunakan tenaga nuklir untuk membangkitkan listrik, dan

- meakukan kerjasama regional dengan negara tetangga dadam pengadaan energi jangka
panjang.

Bagi Indonesa hanya kebijakan untuk membuat cadangan minyak drategis dan

kerjasama pengadaan energi secara regional yang memungkinkan untuk  diterapkan.

Namun untuk mengetahui dampak secara nyata terhadgp perekonomian mash perlu

dikgi lebih lanjut dengan modd kuantitatif.

5. Kesmpulan

Sumber energi fodl di Indonesia, khususnya minyak bumi mula langka dan hila
tidak diketemukan cadangan baru meka ddam jangka 10 tahun Indonesa akan menjadi
negara pengimpor minyak. Dengan kondis ini maka diperlukan suatu paradigma baru
untuk menyusun  kebijakan energi  yatu keamanan energi. Dengan paradigma ini
dihargpkan bila terjadi lonjakan harga minyak dunia dihargpkan perekonomian mash
bisa menyesuakan sehingga dapat dipertahankan proses pembangunan  yang
berkelanjutan.

Dadam katannya dengan pembuatan kebijakan, perlu ada suatu modd Kkuantitatif
yang dapat digunakan untuk mengevduas dampak dari kebijakan yang dibuat. Dengan
model ini maka debat publik yang terjadi dapat lebih terarah sehingga dapat menjadi
masukan untuk kebijakan dan kemudian kebijakan tersebut dapat diimplementasikan
untuk mencapal target yang dihargpkan. Modd kuantitatif yang dimeksudkan harus
merupakan moded multissktord dan untuk  mengimplementaskan perlu penditian lebih
lanjut.
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